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KEMENTERIAN KEUANGAN. Hibah. Pemerintah
Pusat. Pemerintah Daerah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188 /PMK.07/2012
TENTANG
HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008
tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah
Daerah;

. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

dalam pengelolaan hibah daerah, telah ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2005;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012,
ketentuan mengenai tata cara penyaluran hibah uang
dan barang/jasa dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan;
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d. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai hibah
daerah sebagaimana  diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai hibah dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagimana telah
diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.07/2008 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008;

e. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG HIBAH DARI

PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu
dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan  penggunaan anggaran  kementerian
negara/lembaga pemerintah non kementerian.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian yang
bersangkutan.

Executing Agency yang selanjutnya disingkat EA adalah kementerian
negara/lembaga pemerintah non kementerian yang menjadi
penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.

Surat Penetapan Pemberian Hibah adalah surat yang diterbitkan oleh
Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa kepada Pemerintah
Daerah yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber
dari penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri.

Surat Persetujuan Penerusan Hibah adalah surat yang diterbitkan
oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa kepada
Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang
bersumber dari hibah luar negeri.

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara atau dokumen
yang dipersamakan yang selanjutnya disebut RDP-BUN adalah
rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk
anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan
kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang
pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah
Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri adalah kesepakatan
tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan
Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Rencana Komprehensif Penggunaan Hibah yang selanjutnya disebut
Rencana Komprehensif adalah dokumen yang memuat rincian
kegiatan dan besaran pendanaan selama jangka waktu pelaksanaan
Hibah.

Rencana Tahunan Penggunaan Hibah atau dokumen yang
dipersamakan yang selanjutnya disebut Rencana Tahunan adalah
dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan
selama satu tahun.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SPTIM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang
menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal
dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana
tersebut.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Surat Perintah Membayar Rekening Khusus yang selanjutnya disebut
SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen
lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara
penarikan Rekening Khusus.
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Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum
Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APBD berdasarkan
SPM.

Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus yang selanjutnya
disebut SP2D-Reksus adalah SP2D pengeluaran atas beban APBN
berdasarkan SPM-Reksus.

Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.

Backlog atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri adalah
penggunaan Dana Talangan Pemerintah dalam rangka penarikan
PHLN melalui mekanisme Reksus yang belum dimintakan dan/atau
belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan
penggantian dari Pemberi PHLN.

Backlog atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang eligible yang
selanjutnya disebut Backlog Eligible adalah penggunaan Dana
Talangan Pemerintah yang masih dapat dimintakan penggantiannya
dari Pemberi PHLN.

Backlog atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang ineligible
yang selanjutnya disebut Backlog Ineligible adalah penggunaan Dana
Talangan Pemerintah yang tidak dapat dimintakan penggantiannya
dari Pemberi PHLN.

Closing Date adalah batas akhir waktu untuk pencairan dana PHLN
melalui penerbitan SP2D oleh KPPN.

Closing Account adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana
PHLN yang dapat dimintakan kembali penggantiannya kepada Pemberi
PHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Rekening Khusus Kosong yang selanjutnya disebut Reksus Kosong
adalah Reksus yang tidak mencukupi untuk membayar belanja yang
dibiayai dari PHLN.

Dana Talangan Pemerintah adalah dana Rupiah Murni yang
digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari
PHLN, yang antara lain disebabkan oleh Reksus Kosong, yang akan
diajukan penggantiannya kepada Pemberi PHLN.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat KPBJ
adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
penyedia barang/jasa (supplier) atau pelaksana swakelola.
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